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SALINAN

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

PERATURAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana
Desa, perlu diatur Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);



4.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2024 tentang tentang Pengalokasian Dana
Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran dana
Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor ........ )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus
penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

Peraturan Desa Menggoro Nomor 8 Tahun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2025 Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2024
Nomor 8).
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KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :
Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
Desa adalah Desa Menggoro.
Kepala Desa adalah Kepala Desa Menggoro.
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Menggoro.
Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa
dan bersifat mengatur.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga
yang berhak menerima BLT Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa
khusus/insidentil.
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang bersumber dari Dana.



BAB II
PRIORITAS
Pasal 2

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas
yang bersumber dari Dana Desa untuk:

a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan
pelayanan sosial dasar.

(3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan alam.

BAB III
PENGANGGARAN DAN KPM
Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 3
(1) BLT Desa dianggarkan melalui jenis belanja tidak terduga di bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak pada :sub
bidang keadaan mendesak.
(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada KPM BLT Desa.

Bagian Kedua
KPM
Pasal 4

KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan

kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan
dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori
kemiskinan ekstrem;

b. kehilangan mata pencaharian;

c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik
yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN; dan

e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

BAB IV
PENETAPAN KPM
Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai Daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.



BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan

Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Menggoro.

Diundangkan di : Menggoro
Pada tanggal : 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA
ttd.
RATNA WIDIASTUTI

Ditetapkan di : Menggoro
Pada tanggal : 31 Desember 2024
KEPALA DESA MENGGORO,

ttd.

MUHAMMAD SANI HAKIM

BERITA DESA MENGGORO TAHUN 2024 NOMOR 5

Suai Nengan aslinya
SFKRETAR]S DESA

“\/ ) RATNA WIDIASTUTI




